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L PEIYDAHULUAN
Fernasalatan Enghmgan hidp n€flq)a|@ salah sdr is:u Ldma s€raua Degara
dewasa id. ku perubahm ftlim globsl sernaki! o€mbuat negara-negara di dunia
n€qiadidsal.Hal fui.I"{d,lil-l-'nikdEralmgh'nga" hitlamenaakmsuatsisem
kh'rfu""Fgmeqiadis€da;lti'mrbagip€ i,mggakdr'lgsngmbhid4mmahluk
hidpdinn**hmiKesatumdmkq'e+'fi 'n aken Fnghqgin hidipdih&id€nean
- diseleryCanlmyaKmfftosil ;nghngmHidpyEtrgFrhapadat4hn l972di
kota Stockholii, Swedia- S€Emgat koof€rEnsi telah menmbubkao kesadaran
pemerintahnepubliktndsxsiauhrkmgErtihk'n p€ratuan
di birt.ng linehmgd bidp yug af.e dijadft'q @oman yuridis dalam mengatur
pengelolaalinebngahidrpdi Indmesia(Said Safle" 2m33).
Pencemanan da kensakar lingkmgn di Indonesia telah terjadi di mana-
nea Daitahmkebhlm'hrrnrl'dqydselalub€{hbahdmcendenmgtidakdapat
te*endali, sepe*i kemsakm dan kebakana hutan, banjir pada waktu musim
peogh1id,dankdcritrgmshwalOrmsimkemaaubeftagaib€ncoaalamt rjadi
di bedagaida€dh, s€p€[tibmjirb@d4gda qsh logsor, terjadi di Jalorta (2007),
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Semararg (2007), Jenber (2005), Bajanegan (2000 dan GempaBurni di Yogakarta
(2006). Demikianjuga kerusakan terumbu larang, pencemaran air (suagai), tanah
dan u<lara di berbagai daemh sudah mencapai pada tarafyang anntmeogkhawarirkan-
Musibah menyemburnya lurnpur panas PT. tapindo Brantas" Porong Sidoado yang
sudahlebihduatahrmbelumd4at.tizt'ri.Imgkahp€naryddry&g.lilrh,ka'rdlengd
cara membuat tanggul t€rbukti tidak aman, karena beb€rapa k,li tanggul jebol
menyebabkao banjir lumpur di sejumlah des4 diperkirakan lebih dari 500 hektar
lahan di 3 (tiga) kecamatan akatr tergenang. Upaya uotuk mengatasi dengan car"a
membuang lunpur ke laut akan menimbulka nrasalah bcq yakni aken mergganggu
biotik laut dan dikhawati*an alan meocemari perairan lart dan wilayah pesisir.
Salah satu upaya pencegahan lingkungan adalah femaksaan dan imbauan
kepada nggota masyarakat garmenjag4 memeliham lirgblganyang baik dan sehat
serta lestari. Umrk penaksaan dan imbaDan i i diperlukan perciptaanperdlgkat hukurn
yang bak dan lengkap, peregakan hukun yang maksimal (Andi Hanzah" 2005:2).
Upaya penanganan lingkungan hidup di Indon$ia diwujudkan dengan
diberlakrkaonya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 terdaDg Ketenban-Ket€nhEn
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kenudian disenpumakan kembali dengan
diundangkannya Undang-undaDg Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan
Lingkungan Hidup- Peraturan tersebut merupakan landasan hokum yang mengatur
mengeEiLir€kurganHidlE}.Dalam@ernbangruryahukr:mlingkmgdrDemilikidua
pamdigm4 di mana hukum lingkungan modem menetapkan k€tenhran dan tro[na-
nomxr guna meDgatur tindak p€rbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi
lingkungan dari kerusakan dan k€m€losotan mulunya demi untuk menjamin
kelestariannya gar dapat secaE langsung terus menerus digunakan oleh generasi
sekarang rnalpun generasi€enerasi merdatang. Sebaliknyahuhd lingku€an kfasik
menetapkan ketenhran orma-norma dengan tujuan telutama sekali unfuk menjamin
penggunaan dan ekploitasi sumber-sumber daya lingkugan dengan berbagai akal
dan kepandaian manusia gulta meocapai hasil semakirnal nungkirl danjangka waktu
yang sesingkat-singkatnya (Koesrudi Haldjasoemanai, 2006:41)-
Seiing dengan era otonomi daemll seringkali pemerintah di tingkat daerah
rnengambil tindakan-tindakan kebijakan publik yang tidak sejalan dengan goduk
hukun yang ^d., sehingga terlihal adanya pertentangan tara kebijakan yang diambil
dan $iatu produk hukut[ Padahal dikeahui bahwa produk huktrrr sebaus.rya rn€rlritki
sisi kepastian hukum sebagai sebuah syaraf mutlak. Adanya kepastian huhlln teFebut
memiliki konsekuensi bahwa setiap apa yaDg telah diatur dalarnproduk hukudl harus
ditaati dan dilaksanakan dengan boik dan berw. Sebagaimaoa dikeahui bohwa konsep
dasar hukum adalah menyatgkut masalah keadilatl di nana nasalah keadilan
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msnyangkut kebutuhan masyamkat akan rasa adil di tengah sekian banyak dinamika
datr koDflik di dalam nusyarakal Hukum dalam hal ini adalah hukun positifsebagai
sebuah aturan yang ditetapkan oleh sebuah kekuasaan egara yaog sah dan dalam
pemberlakMnnf dapat dipaksakan atas narna hukum. Dalam posisi ni sering tedadi
b€nturatr yaDg terasa tidak menjanin rasa keadilan dan sebalilcrya msa keadilan fidak
m;lfti kepostian hukitrL Kelihatanrya pedu ada komporni agar senruahukurn posit'rf
yarg ada selalu merupakan cerminan dari rasa keadilan itu sendfui.
Kebijakan yang diambii oleh pemerintah di daerah yang tidak sepenuhnya
sej"l,. dengan penndang-undangan yang ad4 itu sama sekali tidak dimaksudkan
untuk melanggar huku4 melainkair mercka memandang bahwa kondisi yang ada di
daerabnya belurn memungkinkan ditempkannya turan hukun yang ada. Oleh sebab
iq peneintah daemh beranggapan bahwa perlu adanya sebuah kebijakan di tingkat
lokal yang lebih sesuai dengan tuntutarL kondisi, dan kebutuhan masyarakat lokal.
Pada akhimya benturao-b€ntura[ yang terjadi antara ploduk hukEl dalam konteks
kqublikan yaDg dihasilkan dengan kebutuhan riil masyarakat pada tingkat bawah
alrn miurbulkan keser{a4arr. Oleh sebab itu dip€rlukan adanyabarmonisasi ntara
hukrd dan kebijakatr dalam suatu penegakan hukuq dalam hal ini penegakan hukum
@'s"
IL METODE PENELTTIAN
Uotuknernecahkanmasalahyangdit€liti, pedekatanrn'srlrhyaDgdigwakan
adalah peodekafan normatif-€mpiris. Pendekaun ini dipergunakan rmtr* mernperoleh
<latasdander&n fnimayang bedrubwrgan dargan harmonisasihukrrndarkebiiakan
.i'hn p€negal€n hulo.trn tiDgkungan. Selanjuhya dilakukan rnaliqis s€caa kualitatif.
III. PEMBAHASAN
3.1. EEkom sebrgd Norma dalam Macyrrukrt
Hukun itu banyak seginy4 memiliki nrang lingkqp yallg smgat luas, sehingga
ddak mmgkin utuk dirumuskan dalam suatu definisi yang hanya memuat beberapa
kalioatsqja- Narun disadari pula behwadefnisi hukum sangatpedu udtik merFntukan
kearahlna|zrseorangal i hulorn bedalan. UtEcht medyatakm bahwadefinisi hukum
ydgl€.'gl€psaryalsii!rumtrn@mantentanghukurnituadalahhimpunanpetr.mjuk-
petmjuk hidup tata tertib suatu masyar"akat darl s€harusnya ditaati oleh anggota
masy&akat yalg bersangkuian @ddi Mbowo, dklq 2004:6)-
Huhlur adalah alat atau sarana uhrk mengatw dan menjaga ketertiban guna
neoc4ai $anr dEsyarakat yang be*eadilan dalam menyelenggarakur kesejahteraan
ssial yag berqa pentu'an-pemtmn yang bsnifat memaksa dan rnenrberikan sanksi
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bagi yang melanggamy4 baik tmtuk mengahn masyamkat ataupun aparat pemerintah
sebagai penguasa(Eddi Mbowo, dkk, 20M:6).
HuhEn dan masyarakal bagaikan dua sisi rnata uang (dirnana da masyarakat
disana ada hukum) keduanya tidak dapat dipisahkan. Hukum yang tidak dikenal dan
tidak sesuai dengatr konteks sosialnya serta tidak ada komunikasi yang efelrtiftentang
tuntutan dan pembaharuarDya bagi warga negara tidak akan bekerja secara efektif.
Berlakrmya hukum di nasyarakat akan berakibat edadinya perubahan sosial pada
rusyarakat itu sendili, sedangkan liuAsi hufun bagi kehidupan rnasyarakat menurut
Hendrojono ada 4 (empat), yaitu:
( I ) Fungsi hukum sebagai alat ketefiiban dan keteratumn masyarakat. Hal ini
dimrugkbkan karena sifat dan watak hukum yang rnemberi pedoman dan petunjuk
tentang bagaimana beryerilaku di .lal2n Drsltarakt sehinggamming-masing anggota
masyarakat telahj elas apa yang harus diperbuat dan apa yang tidak boleh diperbuat.
(2) Fungsi huhnn sebagai sar:ana udtuk mewujudkan keadilan sosial ahir batin
IIal ini dimmgkinkan karena sifar hukum yang mengikat, baik fuik rnaupm psikologis.
(3) Fnngsi hukum sebagai sararh peDggerak pernbongunarl Hukum merupakan
alat bagi oto.itas unhrk membawa masyarakat ke arah yang lebih rnaju.
(4) Fungsi kitis dad huku!& Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan
bahwa hukum mempunyai fimgsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata
melalarkan pengawasan pada aparatu pengawas, pada aparatur pemerintah (petugias)
dan aparatru penegak hukum tennasuk di dalarnnya (Hendrojono, 2005:53 ).
P€rkembangan studi hukun .l'Iet dipahami dari semakir berkembangnya
fimgsi hukum b6gi k€hidup€n asyardkal Hukum yag semulahanya boperar sebagai
pedonan hidup yang berupa rangkaian dalil-dalil uEtuk mewujudk n kereniban dan
keadilan telah be.kembang peran nnya sebagai alat penggemk, pendorong dan
pengerdali pemban$nan sosial. Dengan sifrt dan kerrnmpuanyang dirnilikinya hukum
mengarahkan pembangunan sosial menuju cita-cira masyamkat yaitu terc iptanya
masyarakat idaman. Apabila penggemk pembangunan tidak melaksanakan tugasnya
sesuai dengan landasan hukum yang mengatur hak dan kewajibannya, maka
sepemngkat hukum yang mengatur hak nrasyarakat dan akan melalorkan penertiban
terhadap kesewenang-wenangao yang dilakukan aparatur. Hal ini merupakan
perkembangan fungsi hukurn PerkernbaDgal fungsi hukur! adalah suabl interaksi sosial
antara lain menimbulkrn fenomena sosial di rnaDa terjadi pengeruh timba.l balik anbra
perubahal sosial dan perubahan hukum. Artinya hukum mempengaruhi berubahnya
masyarakat dan sebaliknya perkembangan sosialj uga mempenganrhi berubai dan
irrkembangnya hukum dalarn hrl ini tedDasuk hukun lingkrmgan hidup.
. . . . . . . . . . . 1 . .
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32.Aspek-aspekHulcm dalam Pengelolaan Lingkungan
Hukum lingkungan adalah hukun yang mengatur tatanan lingkungan
(ingkungan hidrp) yarg mencakup semua kondisi dan benda, termasuk di dalamnya
yaituDaDusiadan -gk hpeduatamyayangterdapatdidalamruangdimanamamuia
beradadanryauhi kelangsmgan hidup serta kesejahteraan rnEnusia serta benda
lailmya Dengan.ldnikr-'n ada unsur-unsur yaig perlu diperhatikan yaitu antara lain
bekerjaaya hlkrn lingh -g'q di dalam menyelamatkan li gkungan hidup merupakan
tindakan pengamaun hukum yang sangat diperlukan sebagai sarana yang dapat
dianclalkan muk melindungi, melestarikan lingkungan hidup serta perlindungan
kehidrya."r-t'naln*i" daikemwgkinalkeruwkan galgguan lingluganyang artara
lain disebabkan oleh pencemaran.
Telah disinoermg bahv/. hukum memiliki daya memaksa dalam mengatur
hidup dan kehidqm ausyamkat. Karera daya dan kemampuan hukum yang dapat
memaksa agar orang atau sekelompok orang berbuat atau tidak berbuat sesuatu,
maka hukum tampil dalam kehidupan masyarakat sebagai sarana yang mampu
menggerakkan masyarakat rmtuk berkembang lebih maj u. Dengan kata lain hukum
dapat mengarahkan masyarakat mtuk berpe laku sedemikian rupa agal tidak
membabayakakehidqanmasyarakat s€kaligus hukurn mengaralkan ke amh cifa
kesejabteraarketifips6ial termasuk esehatan manusia- Bah*ahulrm lingkungan
merupakan pengamanan hukun terhadap encemaran lingkungan serta menjarnin
lingkunganagar d,Iqt @p leslari di dalan proses kecepatan perkembangan teknologi
dengan berbagai eR sanpingnya atau dapat pula disebut hulom sebagai pengaman
tingkugan(oesnan Hardjasoenanhi, 2006:45).
HuhmEngh"|lgrn bidr-rp merupakan i strumen )'uridis yang memuat kaidah-
kaidahtnt ng FtuAddaaD linglr.rngan hidup. Hukum lingkungan hidup adalah konsep
sruai [nglmgronfuyag mengkhusrskan pada i]rnu hukum dengan obyek hukurnnya
adalah tiogkat kesadann dan pengertian masyarakat terhadap aspek perlindungan
sebagai kehrnrh hid'p. I-€trih lanjut dijelaskan bahwa hukum lingkungan hidup yang
dipergnakan sat ini adalah lingkmgan hidup modem yaitu hukum lingkungan hidup
yang berorientasi kepada lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup mengatur
pe$ualan matrrlsiadcngm tujuan wtuk melindungi l ngkungal hidup dari kenrsakan
dan kemercsotm munmya agar dapat dimanfaatkan secan lestari.
Dasar peryusman hukum lingkungan hidup mengikuti sistem hukum pada
umumnyayairu hukm pdvat lirykngan hidup (hukwn perdata) dan hukum publik
melipuli hukrm zr'ninislr:d lingkungan hidup dan hukum pidana lingkungan hidup.
Dalam tukm pHra biasanya Femerintah yang berinisiatifdalam penegaklcn hukurn
sedangkan dalam hukum pftat bia-sanya anggota masyarakat yang memiliki inisiatif
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Undang-undang Nomor 23 Tahun I 997 merupakan hukum materiil yang memuat
ketentuan-ketenhian y g mengatur p€rlindmgan lingkungan hidup terhadap erbuatan
rnas) aralol.
33. Penegakan Hukum Lingkungan
Secara konsepsio.al inti penegakan hukum adalah keserasian hubungan
antara nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwr:j ud
dengan perilaku sebagai mngkaian penjabaran ilai tahap akhir utuk menciptakarl
memelihara- dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
Penegakan hukum tidak saja be aku dalam tata hubungan manusia dengan
manusi4 tetapijuga manusia dengan lingkungan hidup. Sehubugan dengan hal itu
penegakan hukum lingkungan hidup merupakan upaya untuk mencapai ketaatan
terhadap erattiran dan pebyaratan dalam ketentuan hukrm yang berlaku secara umwn
dan individual, nelalui pengawasan dan penerapan secam administatif, keperdalaarl
dan kepidanaan (Andi HanzaIt 2005|.52).
Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan
pelaksana pelaturan perundang-undangan, dalam hal ini masyarakat maupun
penyelenggara negara yainrperFgak hukum. Dengan adanya sinyalernen bahwahuLnm
itu dipatuhi oleh masyarakahya merupakan pertanda tujuan diciptakamya peraturan
telah tercapai. Penegakan hukum yang berisi kepatuhar! timbulnya tidak s€caia tiba-
tiba melainkan melalui suatu Foses yang terbentuk dari kesadaran etiap insan manusia
untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada-
Penegakan hukum dalam lingkwgan hidup, be*aitan dengan berbagai aspek
yang cukup komplek dengan trjuan tetap mempetuhankandan menciptakal linglomgan
yang dapat dinikmati oleh setiap manusia dalam pengertian yang luas dengan tidak
mengganggu lingkungan itu sendiri. Dalam menj aring sikap para pihak yang tidak
bertanggungjawab telah diciptakan berbagai bentuk peratru"an perundang-undangan
dan berbagai peraturan pelaksanaannya- Penegakan hukwn lingkungan dapat dilaktrkan
secara prevendfdan represif- Secara preventifyaitu upaya penegakkan hukum untuk
mencegah terjadinya pencemaran lingkugan hidup. Sedarykan secara r€Fesifberani
upaya penegakan hukum dengan melakukan tindakan hukum kepada siapa yang
melaiggar ketentuan-ketentuanpenmdang-undsnganyang berlaku- Panegakanhul:um
lingkungan mengann segafa bentuk pelaltgg,aran i aupun kejalEtan bagi pelaku baik
yang dilakukan perorangarl rDauputt badan hukum dengan tindakan preventifdan
represil Untuk tindakanrepresifini ada beberapajenis insftumenyang dapat diterapkan
dan penempannya terganhDg dari keperluan sebagai petimbangan antara lain dengan
melihat dampak yang ditimbulkan Jenis-jenis nstunen yang dimaksrd adalah melipui
sanksi administratil sarksi p€data dan sanksi pidana.
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Dad ketiga bentuk ir|sh1]men tersebut tidak ada skala prioritas atau menrpakan
unenperrarDa dan terakhir, sehingga pabila da asumsi tindakan pidakan menpakan
hukuman terakhir dalam penenpannya dan apabila tindakan yang lain tidak
menyelesaikan masalal" hal ini tidak seluruImya benar. Baikan tindakan pidana ini
hanya menyelesaikan secara sepihak belum menj angkau pada pihak penderitanya
yaitu sekelompok orang yang terkena dampak tersebut dala.rn bentuk pemulihan
kekeadaan semula- Dengan demikian pada dasamya setiap instnmen mempunyai
jangkauan masing-masing dengan tujuan yang berskala proporsional yaitu terganh]rlg
dari kepentingan yang ingin diselesaikan (Andi Flarnzatl 2005:6 I).
3.4. Aspek-aspek Kebijakan
Kebijakan, menumt Jarnes E. Anderson adalah arah tindakan yang
memprmyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sej umlah aktor da.lam
mengatasi suatu masalah atau suatu p€rubalEn (Budi Winamo. 1989:3). Sedangkan
proses inplernenrasi kebijakaq sesungglmya tidak haflya menyangll]t perilakl badan
adninistratifyang betanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan
ketaatan pada diri kelompok sasaran. melainkan menyangkutjaringan kekuatan-
kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat
mempenganrhi perilaku semua piluk yang terlibat dan akhimya berpengaruh terhadap
dampal baikyangnegatif maupunyangpositif(SolichinAMul Wallab, 1997:36).
Secara sederhana tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan
arah agar tuj uan kebij akan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan
pemerintall Proses penetapan kebijakan dimulai bila tujuan dan sasaran yang semula
bersial wnirn telah dipeinci, program telah dirancang dan sejunrlah dana dialokasikan
tultuk mewujudkan hrj uan dan sasaran ters€but (Solichin Abdul Wahab, I997:36).
Suatu kebijalan satgat berkaitaD dengao pengerlian mengenai sasaran yang
diupayakan dan cararara bagaimana tuj uan itu harus dicapai. Sehingga kebijakan
adalah $atu pedoman tingkah laku di mana kebij akan tersebut berisi tentang tujuan
dan sa.d|a t€fterltu yang ditentukan Williarn Durn mengatakal kebilalan publk adalah
xmngkaian piliban yang kurang lebih berhubungan (termasuk eputusan unnrk tidak
be6uat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor peme ntah(WilliamN.
Dunr! 2003:35). Jan Merse dalarn Bambang Sunggono mengatakan implementasi
kebijakan yang gagal disebabkan beberapa faktor adalah r
e. Irfor'masi
KekuraDgan i formasi dengan mudah mengakibatkan danya garnbaran yang
kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi
kebijakan yang akan ditaksanakannya d n hasil-hasil dari kebi,jakan itu.
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b. IsiKebij.kD
lmplementasi kcbiiakmded {Egaltd@E6ih smimya isi atau ttual
kebijakan atau ketidaktepatan atau ketidald€gasm i.rrern atauprm elrteTt atau
kebijakan inr seldiri menr4iutloradaSTaf&ragnyogstugdbei'dd eraddrfa
kekurangan yang menyagh.tudadajtapedmr
c. Dukung0r
Implementasi kebijal(an F bft ah s'ngFt sulitbilapeda pelaksaaamya
tidak cukup dukmgan utkkebijakmtersehL
d. Pembagiar Potccd
Hal inite*aitdeogmp€rftglnpmidiafuaqiapaaaktqirylenenasi
dan juga mengenai orgmisasi pelaLsm <hhr kaimnya deogn deftrensiasi t".es
dan wewenang @ambatrg Suogg@o, 19942}
Sist€m kdijakarb€risitr6)argbositudblektisyegberdti bah*?dinutsi
obyektif dan subyektif dari pembualan kebijakan tidak terpisahkar di dalam
prakteknya. Sistem kebijakan n€npakan poduk manusia yaag subyektifyang
diciptakan melalui pilihan-piliha sada oleh pa'a pelaku kebijaka4 sisl€ri kebitakan
adalah realitas obyektifyang dimaffestasikm dalam tindake yang teramati berikut
kons€kuensinya.
3.5. Harmonisasi Huhm d.n Kebij*ttr d.Lm Pen€grkttr Hukum
Lingkungan
Penegakan hukurn linghmgan hidq tidak terlepos dari 'nasalah bekedanya
hukum tersebut di dalam masyarakar Meormlt Friedmal ada 3 (tiga) faktor yang
mempengaruhi bekerjanya hukum denp baik yaitu srbtaisi, struktu dan budaya
hukun. Ada$mm€mnnpendryat {- Poltaksinsmbeh, bfioryangm€qengaruhi
keefektifan hukum (bekerjanya hukurn) adalah mudah tidaktrya ketidaktaalan arau
pelanggaran hukum itu dilihat atau disidik dan siapakah yang berunggmgiawab
menegakkan hukum yang bersmglnnm (Liiar Pottak Sinanbel4 2006:37). Adaprm
syarat-syaratyangmenentukmfe'mngtinahtqm medjadi eHdifadalah:
a. Undang-undargdirarcogdqrgmb@lqfaibhyaFlaq
b. Undang-undang sebanoyabqsifu mlaag(plotita@datukatmenghauskan
atau memp€rbolehkatr (norrfulur):
c. Sanksi hanslah tepat dar sesrai tujum fir sifat wdag{ld&g itu;
d. Berahya saoksi tidakbolefi tqleblrm(seoding)@ruroacam pelaggaramya;
e. Mengaturt€dEdapperhrtuf'mgmubhdilih*0aliriah);
f Mengandrmglarangatymgberkeseglaiadengnms-al;
g. Pelaksana hukum marj.lrnk n tugasD)'ad€ngao bailq d€nyebatluaskmudang-
undang, penafsiran seragam da korrsid€o-
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Menurut Hendrcjono faktor-faktor yallg mempengaruhi penegakan atau
keefektifan hukum adalah hukum/undang-undang/pemturannya, penegak hukum
(pembentuk hukum maupun penerap hukum), sa&na atau fasilitas pendukung,
masyarakat (adresat hukum) dan budaya hukum (legal culnre). Adaptn s:paya
hukum dapat berperan sebagaimala fimgsinya yaitu sebagai sarana konhol sosial dan
benar-benar dapat mempenganrhi perilakuan warga nrasyarakat maka hukum harus
disebarluaskan sehingga melembaga dalam masyaralat (Hendrojono, 2005 :52).
Pada dasamya kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang
ditetapkan oleh seorang aktor atau sejunlah aktor dalam mengatasi suatu masalah
atau suatu perubahan. Sedangkan proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya
tidak hanya menyangkut perilaku badan adrninistratifyang bertanggmgj awab unhrk
melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran,
melainkan pula menyangkutjadngan kekuatan-kekuatan politi! ekonomi dan sosial
yang langswB atau tidak langsung dapat mempengaruhi pedlaku semua pihak yang
terlibat dan yang aklimya berpenganh terhadap dampak, baik yang negatifmaupun
yang positif (Budi Wimnto, 2007:52).
Dengan demikian secara sedeftana tujuan implementasi kebij akan adalah
tmnrk menetapkan arah agat tuj uan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai
hasil dari kegiatan pernerintah. Prcses penetapan kebljakan baru bisa mulai apabila
tujuan dan sasamn yang semula b€rsifat umum telah diperinci, progmm telah dirancang
dan sejwnlah dana yang dialokasikan rmnrk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut
@ijan Poltak Sinambela, 2006:41).
Suatu kebij akan sangat berkaitan dengan pengertian mengenai sasaran yang
diupayakan dan cara-cam bagaimana tujuan itu harus dicapai. Sehingga kebijakan
pada dasarnya dalah suatu pedorna.n tingkah laku dimana kebij akan tersebut berisi
tentang tujuan dan sarana tertentu yang dipilih. Suatu keadaan yang diinginkan akan
nampak pada tujuan keb{akan yang telah ditetapkan oleh pemerinta[ namLm demikian
penjabaran lebih lanjut yang semakin konkit danjelas sangat diperlukan.
Kebijakar menjadi salah satu insfllmen dalam pengelolaar lingkungan. Bobot
kebijakan harus ditempatkan secara dil, dimana kepentingan publik, kepentingan
perseomngan dan kepentingan pemedntah diposisikan dalam kondisi seimbarg, namun
dengan persyaratan bahwa para pihak bertanggungjawab ersama menciptakan
tindakai dalam perbaikan lingkungan. Untuk itu, keblakan tidak akan efektifberjalan
dalam kondisi penegakan hulaun yang lemah. Penegakan hukum akan mernaka setiap
anggota rnasyarakat untuk mentaati kebijakai yang ditetapkai.
Produk pemikimn mengenai desentralisasi esrurgguhnya didasa*an pada
keinginan untuk meminimalisasi filltgsi, p€rarl dan kekuasaan egara. Desentralisasi
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memiliki dua dimensi, yakf dime!$i vedital dan dimensi horizontal. Pada dimensi
vertikal, desentralisasi mengheodaki adanya pemberian wewenang yang lebih pada
organisasi (pemerintah) yaag ada pada level yang lebih rendal\ dan pada saat yang
samameminimalisasi welleDangFdaorgaisasi padalevel yang lebih tinggi. S€dargkan
pada dimansi horizontal, desentralisssi menghendaki adanya pemberian wewervmg
lebih pada organisasi selain organisasi pemerintah dalam menangani permasalahan-
permasalahan publil dan pada saat yang sama mengurangi w€wenang dari organisasi
pemerintah dalam hal menangani p€rsoalan-persoalanpublik.
Sebagaimana telah diulas bahwa tugas pemerintah tidak hanya melaksarnkan
undang-undang tetapi e,.?us dawfeies emerssen atz,J pouvoir discretionaire yatrg
berarti kebebasan bertindak dad administmsi negala da.lam melakukan tugas-tugas
pelayanan publik. Dari pemaltma ini kebijakan publik diposisikan sebagai penerjemah
praksis atas idealitas-idealitas yang ada dalam sebuah produk hukum.
Kebijakan seyogranya sebagai sarana bagi negara untuk menunj ukkan kapasitasnya
sebagai regulator unhrk mengatasi ketidakteratuan di dalam masya.rakal Hubungan
ideal itu terwuj ud bilamana dalam suatu kebijakan terdapat tiga hal pokok, yaitu di
dalarnnya da aturan hukum atau peraturan p enl'iLdangar.yang legitihate, ad^nya
aspek prosedural yang harus diikuti di mana dari pembuatan kebijakan sampai
implementasinya h rus melalui goseduryar€ ada dan adanya substansi yang memihak
pada kepentingan publik. Sebelum lebihjauh menganalisis hubuogan antsra hukum
dan kebijakan, diperlukan suatu pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan
kebijakan tersebut.
Laswell berpendapat bahwa kebijakan adalah apa saja yang dilakukaa
maupun ridak dilala*an pemerintah (Muchsin dan Fadilah Putr4 2002:36). Dalam
sisi pandang yang lai4 Laswell mendefinisikan kebijakan sebagai suatu program
pencapaiar tujuan, nilai-nilai dan praktek-paktek yang terarah (\4uchsin dan Fadillah
Putra. 2002:23). Di mara dalam proses tersebut ada pengalokasian ilai-nilai yang
secara palsa kepada selumh nasyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang beMenang
sepedi pemerintah (M. lrfad Islamy, I 984:2). Sehingga dapat disimpulkan bahwa
kebijakan pada dasamya memiliki tiga elemen yaitu identifikasi dari tujuan yang ingin
dicapai taktik atau sFalegi dad berbagai langkah mtukmencapai tujuan yang diinginkan
dan penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara lyata dari
taktik nlauptm strategi tersebut (Muchsin dan Fadillah Putr+ 2002:27). Dalam hal ini.
Islamy berpendapat pada dasamya kebijakan memiliki implikasi bahwa kebijakan
publik inr bentuk awalnya dalah merupakan penetapan tindalan-tindatan pemerintatl
kebijakan te$€but tidak cukup banya dinyatakan dalam b€ntuk teks-teks fomal,
namunjuga harus dilakvnakan atau diimplementasikan secara nyata, kebijakan
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tersebut pada hakekahya harus memiliki tujuan{ujuan dan dampak-damPak. baik
jangka panjang maupunj angka pendek yang telah dipikikan secara matang terlebih
dahultl dan pada akhimya segala proses yang ada di atas adalah diperuntukkan bagi
pemenuhan kepentingan masyarakat 1M. Irfan lslamy, 1984:4).
Kepentingan masyarakat sesungguhnya rnempakzntujuan utamaditetapkan
suatu kebijakan Hal ini berarti bahwa ukuran kesuksesan sMtukebijakantergantung
dari bagaimanamasyarakxmerasakebutulEmyadan kepentingannya sudahterpenuhi
oleh kebijakan- Permasalalannya adalah suatu proses kebljakal yang telah mencapai
hasll (output) yang dibtapkan dengan baik, narmm tidak memperoleh respon atau
dat\pak (outcome) yatrrg baik dari masyarakat atau kelompok sasarannya. atau
sebalikny4 suatu proses kebljakan pada dasamya tidaklah maksimal dalam mencapai
hasil yang ditetapka4 namun temyata dampaknya cukup memuaskan bagi dEsyardkat
secara umum. Jika persoalan dampak lebih diprioritaskan ketimbang hasil, maka
persoalan yang muncul adalah banyaknya para pej abat pelaksana kebijakan yang
temyata harus melanggar ahnan-ahran yang sudah dilegalisasikar demi tercapainya
dampak yang diharapkan. Ditegaskan bahwa di sinilah persoalan-persoalan hukum
harus mengambil sikap. Bila hal ini tidak s€gera diambil tindakan yang tepat, maka
akan terjadi banyak permasalahan. Artinya seordng pejabal publik pelaksana kebijakan
akan dapat erjeEt hukum akibat perbuatannya yang pada dasamya ingin mencapai
harapan hakiki dari kebijakan. Ataujustu pejabal akan acuh tak acuh terhada dinamika
kepentingan masyarakat karena dianggapnya peftanggungiawabqnnya hanya sebatas
kepatuhan pada aturan-aturan yang telah diformalisir saja tetapi tidak pada
konsistensinya pada misi yang hendak dij alankan-
Berdasarkan polemik yang tersebut di atas, diperlukan satu konsep yang
memuat paradigma baru kebijakan publik yang tidak meoandang berbeda antara
goses intemal kebi akan dengan dinamika masyamkat. Dalam hal ini dikedepankan
korsep good governence di mana mulai dari perumusan kebijakan sampai pada
evaluasinya semua elemen yang ada dalam masyarakat harus di libatkan tidak saj a
secara partisipatil namun lebih dari iqjuga emarsipahf. Sehingga dalam kontek ini.
hasil-hasil yang telah ditetapkan dalam sebuah produk kebijakan publik adalah hasil
pembahasan dan kesepakatan beNama antam rakyat dengan negara. Barclay dan
Bi*land menilai bahwa sebuah asil persepolatan yang tidak netriliki kehiatan tegalitas
yang mengikat, rnaka akan menimbulkan kerawanan terhadap terjadinya pelanggaran-
pelanggaran beberapa pihak atas persepakatan yang telah dicapai dalam proses
kebijakan publik itu sendiri (Policy Studies Joumal" Volume 26, Nomor 2, 1998. hlm.
227-243). Selanjutnya Barclay dan Bi*land menegaskan bohwa sebuah poduk hukLrm
tanpa ada proses kebijakan di dalamnya- maka produk hukum itu akan kehilangan
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maloa stbsansinya. Demftian pulaji<asebuah pmses kebljakan bnpa adanyalegalitas
dari hukum tentu akan sangat lemah dimensi operasionalisasi dari kebijakan teNebut
(Policy StudiesJournal,Volume26,Nomor2, 1998, m.227-243).
Di atas disebutkan bahwa datam suatu kebijakan terdapat proses yang
mengalokasian nilai-nilai yang secarapaksa kepada seluruh nusyarakat. Nilai-nilai di
dalam negara hukum harus sesuai dengao tujuan hukum itu sendii. Sebagaimana
diketahui bahwa hukum bertujuan uDhrk mengatur masyarakat agar bertindak te ib
dalam pergaulan hidup s€cara damai, menjaga gar nasyarakat tidak befiindak anarki
dengan main hakim sendid dan menjamin keadilan bagi setiap orang. Sebagaimana
disampaikan oleh van Apeldoom yalg rnenyatakan bahwa tujuan hukrn adalah untuk
mengatu pergaulan hidup secam damai. Hukum menghendaki edarnaiarL di mana
dalam hal ini kedamaian yang dipetabankan oleh hukurn adalah kedaoaian di antaia
rnanusia dengan upaya nelindrmgikepentingan manusia (vanApeldoorrl 1985:20).
Kebijakan hadL dan disusun dalam upaya untuk memudahkan sebuah
koDstitusi dasar mewujudkan cita-cita luhurnya. Dalam hal ini pemerintah diberi
wewenang untuk memproduksi sebuah kebijakan. Di mana dengan wewenang ini,
pemerintah dapat secara kreatif mencari jalan yang paling efisien bagi
terimplementasinya konstitusi. nerangkatdad pernahaman inimaka harus ada hubungan
ideal antara hukum dan kebijakan. Hubungan yang saling melengkapi antara hukum
dan kebijakan, di mana produk hukum yang bersifat mengatur secara umum harus
diterjemahkan oleh kebijakan publik pada wilayah-wilayah empiris. aktual dan
kontekstual, talpa harus menghilangkan makna dasar dari konsitusi yang menjadi
akanya
Berhubuigan dengan pembennikrn hukurn dan kebijakan peryelolaan linglongal
upaya yang dapat diwujudkan adalah bertuk hulcm dan kebijakan yang tidak terlepas
dari nilai yang berlaku di dalam masyamkat Masyanlat Indonesia merniliki keragaman
kehidupan sosial dan budaya" Perenangan anara individu dan umurn kebijalan dalam
pengelolaan linglugan harus melihatjauh kedepa4 bukan hanya tujuan-tujuan praldis.
Dalam menyadari relativitas keadilanq adanya dualisme antara keadilan dan hukum
positifkarena da pertentangan tam nilai-nilai, maka hukum dapat menjadi keputusan
untuk memerintahkan p€laksanaan keblakan tertentu dan mendorong keingina! urtuk
menetapkan patokan-patokan minimum yang harus ditepati oleh hukurn positif.
Sebagaimana pdmipprirsip dari keteftran-ketentuan hukum yang mengatur msEerlai
otonodi kemauarL perintalL dan kepentingan umum dan keseimbangan yang tepat
antara kep€trti[gan-kepentingan pribadi yang bertentangan. Pada akhimya harus
disardingkan adara keadilan dengan huhrm positif. Teori hukum dapat melakr:kan
tugas yang penting di mam dengan pembedaan setiap problema hukum atau situasi,
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maka faktor-faktoryang menggambarkan nilai-nilai yarg bertentangan dapat diarulisis
secara objektii
Analisis postpositifistis menegaskan bahwa dimensi politik mempengaruhi disusunnya
suatu kebijaka.o. Disustuurya kebijakan ini sesungguhnya ada sebuah kompleksitas
tarik meiarik pengaruh dari berbagai pihak yang begitu bemganr, mulai dari kondisi
politik internasional sampai pada elemen-elemen politik domestik. pada dasamya
kebijak n publik itu bemda dalam sebuah realitas Flitik makrc dan milco yang sangat
kompleks. Be6agai elemen dan situasi yang melingkupi keadaan sosio.politik sebuah
bangsa akan sangat menentukan seperti apa bangunal kebijakan publik yang akan
dihasilkan altinya
Sebagaimana dipahami bahwa hukum bukan s€mata-mata hanya teks-teks
kaku yang ada, tanpa memperdulikan kondisi yang di dalam masyarakat, namun
yang terpenting adalal esensi dari keadilan. Asp€k keadilan selalu menj adi bemng
merah dalarn permasalahan kebijalan privatisasi.
Kebijalan dapat ditelaah dasar obyektiftrya sehingga dapar dilihat dari apakah
suatu kebijaka[ atau tindakan publik membawa manfaat afau akibat yang bergma
atau sebaliknyakerugian bagi orang-orang terkait oleh sebab itu diperlukan cita_cita
keadilan wtuk menyeimbangkanpenilaian terseb'.tr Di rnarq gagaen-sagasan keadilan
absolutdibuat untuk menilai bahwa kepentingan-kepentingan sosial tidak hanya
didasarkan atas relativitas nilai-nilai, tetapi juga atas kebutuhan untuk terus
mencocokannya sesuai denga:r perkembangan sosial. Untuk itu dianggap penting
bagainana mendamaikan kebebasan dan kesejahteraaq hukum dan administrasi.
IV. PENUTUP
Kebijalan disusun dalam upaya untuk memudahkan sebuah konstitusi
mewujudkan cita{ita luhumya- pemerintah memiliki kewerangan untuk dapat secara
krcatifmencarijalan yang pdling efuien bagi terimplernertasinyakonstittsi. pernahaman
ini memberi makna bahwa ada hubunganyaig tenimpul aniamhukum dan kebiiakan_
Hubungan 1ang sa.ling melengkapisaru sama lain dimanaproduk bukum yang bersifar
mengatur secam umum harus diterjemahkan oleh kebijakan publik pa<ta wilayah_
wilayah empiris, aktual dan kontekstual, tanpa harus menghilangkan malna dasar
dari konsitusi yang menjadi akamya-
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